BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2007
T E N T A N G

KETENTUAN PELAKSANAAN HARI KERJA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang
	:
	a. bahwa agar tercapai tingkat kinerja dan hasil kerja Aparatur Pemerintah yang optimal, perlu meningkatkan disiplin pelaksanaan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyempurnaan ketentuan pelaksanaan hari kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950  tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjdai Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950  tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pakaian Upacara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

9. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1987 tentang Jam Krida Olah Raga;

11. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997, tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2001;

20. Keputusan Bupati Bantul Nomor 431 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001;
21. Keputusan Bupati Bantul Nomor 115a Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2001;



	Memperhatikan
	:
	1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia    Nomor : 05/M.PAN/1/2003 tanggal 7 Januari 2003 perihal Jam Kerja dan Krida Olah Raga;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;


	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan
	: 
	PERATURAN  BUPATI  TENTANG  KETENTUAN  PELAKSANAAN  HARI KERJA   DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH   KABUPATEN  BANTUL




	BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

2. Aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD; 
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah pakaian seragam warna khaki yang dipakai oleh setiap Aparatur pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bantul;

4. Pakaian Kerja adalah pakaian seragam warna biru tua (biru dongker) yang dipakai oleh setiap Aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul;

5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas untuk membedakan identitas setiap Aparatur pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bantul.


	BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA
Bagian Pertama

Hari kerja dan Jam Kerja
Pasal 2

Hari Kerja dan jam kerja bagi Aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul adalah :
a. Hari Senin s/d Kamis     : Pukul 07.30 s/d 14.30 WIB
b. Hari Jum’at                  : Pukul 07.30 s/d 11.30 WIB
c. Hari Sabtu                    : Pukul 07.30 s/d 13.00 WIB
                                                           Pasal 3
Unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), ketentuan hari kerja dan jam kerja diatur oleh pimpinan instansi masing-masing.

                                                              Pasal 4
Ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan sekolah berlaku ketentuan hari kerja dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah.

Bagian Kedua
Apel Pagi dan Apel Siang
Pasal 5
(1) Aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul wajib mengikuti apel pagi dan apel siang yang diselenggarakan pada  Instansi masing-masing.
(2) Unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ketentuan apel diatur oleh pimpinan instansi masing-masing.



	BAB III
DAFTAR HADIR / ABSENSI
Pasal 6
(1) Aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul wajib mengisi daftar hadir/absensi pagi/siang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Rekapitulasi daftar hadir/absensi Aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan kepada Bupati Bantul dalam hal ini Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

                                                               Pasal 7

Karyawan Badan Usaha Milik Daerah wajib mengisi daftar hadir/absensi berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing.

                                                               Pasal 8

Daftar hadirt/absensi bagi Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD di lingkungan pemerintah desa diatur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh masing-masing Lurah.

                                                               Pasal 9
Rekapitulasi daftar hadir/absensi Aparatur pemerintah di lingkungan Unit Kerja yang merupakan bawahan dari Unit Kerja Induk diatasnya dilaporkan atau dikirim setiap bulan kepada Pimpinan Unit Kerja Induknya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

                                                               Pasal 10
Daftar hadir/absensi apel pagi dan siang dipergunakan sebagai dasar untuk pengajuan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai peraturan yang berlaku.



	BAB III
PAKAIAN DINAS DAN PAKAIAN KERJA
Bagian Pertama

Pakaian Dinas
Pasal 11
(1) Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah ditetapkan hari Senin dan Selasa memakai PDHi;
(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut, papan nama dan atau kartu tanda pengenal (ID Card) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
(3) Aparatur Pemerintah wajib mengenakan sepatu tertutup warna hitam, dan khusus laki-laki wajib memakia kaos kaki warna hitam/gelap, serta ikat pinggang warna hitam;
(4) Pakaian Dinas bagi yang berjilbab agar menyesuaikan;


	                                             Pasal 12
Bagi Unit Kerja yang memiliki Pakaian Dinas Khusus sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing.
                                                           Pasal 13

Pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing.
                                                        Bagian Kedua

                                                            Pakaian Kerja

                                                                Pasal 14

(1) Pakaian Kerja Aparatur Pemerintah ditetapkan sebagai berikut :

a.  Hari Rabu dan Kamis memakai pakaian kerja warna biru tua (biru donker) dengan model PDH;

b.  Hari Jumat setelah melaksanakan olah raga/senam kesegaran jasmani memakai pakaian kerja batik;

c.   Hari Sabtu memakai pakaian kerja batik.

(2)  Pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan nama dan atau kartu tanda pengenal ( ID Card) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
(3)  Aparatur Pemerintah wajib mengenakan sepatu tertutup dan khusus laki-laki wajib memakai kaos kaki warna hitam/gelap;

(4)  Pakaian kerja bagi yang berjilbab agar menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PDH dan Pakaian Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Desa

Pasal 15

PDH dan Pakaian Kerja bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Desa pelaksanaannya menyesuaikan dengan menganggarkan pengadaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemapuan masing-masing Pemerintah Desa.

Bagian Keempat

Pakaian Upacara

Pasal 16

Pada setiap pelaksanaan upacara pakaian sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan.
BAB IV
HARI KRIDA OLAH RAGA 

Pasal 17
(1) Aparatur Pemerintah melaksanakan olah raga/Senam Kesegaran Jasmani pada hari Jumat sebelum jam kerja, mulai pukul 07.00 WIB, dengan mengenakan pakaian olah raga.



	(2) Unit kerja di Lingkungan Lembaga Sekolah dan Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan atau tugas-tugas lain bagi masyarakat, sehingga tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pimpinan Unit Kerja dapat menetapkan ketentuan pelaksanaan Hari Krida Olah Raga sesuai kondisi masing-masing.



	BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 


	Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.




Ditetapkan  di    Bantul

pada tanggal      2 Januari 2007
BUPATI BANTUL
M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 2 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  Drs. GENDUT SUDARTO KD, B.Sc., MMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI  D  NOMOR 02 TAHUN 2007
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